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LAPORAN KUNJUNGAN KERJA

KOMISI I DPR RI

PADA RESES MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2007 -  2008

KE PROVINSI JAWA TENGAH

TANGGAL  21 – 23 JULI 2008

I. Dasar Kunjungan

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Jawa Tengah dilaksanakan atas dasar Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 56B/PIMP/IV/2007-2008, tentang Penugasan Kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Melakukan Kunjungan Kerja Kelompok pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2007-2008, tanggal 3 Juli 2008,  dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1.  Drs. Guntur Sasono, M.Si



Ketua Tim
2.  Dr. Arief Mudatsir Mandan, M.Si


Wakil Ketua Tim
3.  Drs. H. Slamet Effendy Yusuf


Anggota Tim

4.  Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA


Anggota Tim

5.  Dr. Happy Bone, MS



Anggota Tim

6.  Dr. H. Yuddy Chrinandi, ME


Anggota Tim

7.  Dion Hardi, BA




Anggota Tim

8.  Dr. Sutradara Gintings



Anggota Tim

9.  H. RM. Pupung Suharis, SH., MH.


Anggota Tim

10. F.X. Soekarno, SH




Anggota Tim

11. Drs. Tosari Widjaja



Anggota Tim

12. H. A. Chudlary Syafii Hadzami, S. Sos

Anggota Tim
13. Drs. Djoko Susilo




Anggota Tim

14. H. M. Junaedi




Anggota Tim

15. Abdillah Toha, SE




Anggota Tim

16. H. Ario Widjanarko, SH



Anggota Tim

17. Luthfi Hasan Ishaaq, MA



Anggota Tim

18. Drs. Almuzzammil Yusuf



Anggota Tim

Didampingi oleh:

1.  Dra. Damayanti




Sekretariat Komisi I  DPR RI
2.  Agung Permata, SE



Sekretariat Komisi I  DPR RI

3.  Ir. Soetomo, SA




Staf Ahli Komisi I  DPR RI

4.  Muammil Rokhily, S. Sos



Staf Pemberitaan Setjen DPR RI

5.  Suwito





Penghubung BIN

6.  Kol. Robiyanto




Penghubung Dephan

7.  Muslimin Kulle




Penghubung Depkominfo

8.  Yusniswar





Penghubung PT. Pos Indonesia

9.  Retno Indarti, SH.




Penghubung Pemda Jateng

10. Ridwan





Penghubung PT. Telkom

II. 
Maksud dan Tujuan
Sesuai dengan Peraturan Tata tertib DPR RI tahun 2005 Pasal 37 ayat ( 4 ) huruf (f) Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Jawa Tengah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.
III. 
Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Komisi I DPR RI yang bermitra dengan bidang tugas Pertahanan, Komunikasi dan Informatika, dan Luar Negeri melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juli 2008. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah sekaligus mendapatkan masukan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di daerah Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI  mengadakan pertemuan dengan instansi-instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan lingkup kerja Komisi I DPR RI.
IV. 
Acara Kunjungan

- Tanggal 21 Juli 2008:

a. Kantor Gubernur Prop. Jateng untuk mendapat penjelasan dan paparan situasi Jateng oleh Bapak Gubernur Prop. Jateng yang diwakili oleh Sekda Prop. Jateng dan penjelasan tentang situasi keamanan daerah oleh Kapolda Jateng : Brigjen Pol. Drs. Adang Rochjana.
b. Kantor Pangkalan TNI AL Semarang untuk mendapat penjelasan tentang Tupoksi dari Lanal Semarang dan Tupoksi dari Lanud Adi Sumarmo, Solo.
- Tanggal 22 Juli 2008:


a. Kodam IV/Diponegoro untuk mendapat penjelasan tentang situasi dan kondisi keamanan daerah dan pembinaan satuan serta keadaan prajurit Kodam IV/Diponegoro.
b. Mengunjungi Satuan Bantuan Tempur  Batalyon Arhanud SE-15/Dip untuk mendapatkan mendapat penjelasan Danyon dan meninjau Alutsista yang ada.

c. Mengunjungi Satuan Bantuan Tempur Batalyon Kavaleri-2/Ambarawa untuk mendapatkan mendapat penjelasan Danyon dan meninjau Alutsista yang ada.

d. Peninjauan latihan Yonif 401/BR untuk tim anti teror.
e. Pertemuan dengan Kaposwil Bin dan stafnya untuk mendapat laporan tentang Tupoksi yang dilaksanakan.

- Tanggal 23 Juli 2008:

a. Pertemuan dengan unsur-unsur pelaksana Kominfo di daerah. Disana mendapat penjelasan tentang aktivitas dari PT. Telkom Direv IV, PT. Pos Indonesia Jateng, Balai Monitoring Spektrum frekuensi dan orbit satelit, serta mendapat penjelasan dari beberapa operator telepon seluler.
b. 
Pertemuan dengan unsur-unsur pelaku siaran di daerah yakni : TVRI stasiun Jateng, RRI Jateng, LKBN Antara dan penjelasan dari Ketua KPID Jateng.  Selesai acara Tanya jawab, kemudian kunjungan diakhiri.
V. 
Pelaksanaan Kunjungan

Adapun secara umum hasil kunjungan kerja ke Jateng ini berdasarkan penjelasan dan paparan masing-masing pimpinan lembaga yang telah dikunjungi, berikut respon anggota tim dan fakta-fakta yang diamati di lapangan, dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. 
Pemerintah Daerah Prop. Jawa Tengah.
Bahwa dinamika sosial politik pasca Pilkada Gub/Wagub Prop. Jateng terbukti tidak timbul gejolak sosial yang berarti dan suasana Jateng terasa kondusif untuk melangkah pada rencana pelantikan Gub/Wagub pada akhir Agustus 2008.
Aktivitas masyarakat menyongsong Pemilu 2009 sudah tampak, dalam bentuk konsolidasi Parpol, memulai kampanye dengan pemasangan bendera partai dan atribut lainnya.   Kebijakan pembangunan daerah Jateng menyesuaikan dengan kebijakan Nasional, terutama dalam prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan program pengentasan kemiskinan.

Solidaritas masyarakat Jateng dipupuk terus untuk menciptakan, persatuan dan kesatuan dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan menciptakan kebersamaan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan di daerah dan membangun potensi pertahanan Negara, telah dikembangkan pembangunan sumber daya manusia untuk sadar bela Negara dan menciptakan tata ruang pertahanan.   Dalam mem-bangun sektor ekonomi lebih di fokuskan pada usaha menciptakan ketahanan pangan, kebutuhan pokok rakyat dan perluasan ekonomi kerakyatan.   Khusus dalam hal menciptakan ketahanan pangan Prop. Jateng telah memperluas penanaman padi s/d bulan Mei 2008, sawah seluas 909.795 ha dapat menghasilkan padi 4.971.884 ton.
Untuk membangun daerah selatan Jawa Tengah telah dirintis dan dikembangkan infra struktur agar tercipta keseimbangan pembangunan dengan daerah utara.

Belum ada rencana pemekaran daerah dan masih memantapkan otonomi daerah kabupaten/kota agar semakin produktif.

2. 
Kodam IV/Diponegoro.

Organisasi Kodam IV/Dip membawahi 4 Korem (071, 072, 073 dan 074) dengan 33 Kodim, 1 Resimen Induk, 1 Brigade Infanteri dan 4 Yonif serta 3 Yon bantuan tempur dan 1 kompi Kavaleri serbu. Disamping itu terdapat unsur badan pelaksana dan unsur pelayanan.  Personil militer Kodam IV/Dip berdasarkan TOP/DSPP : 28.711 tetapi keadaan nyata saat ini : 26.917 orang dan PNS : 4.592 orang. Kondisi ini masih belum bisa terpenuhi, karena berbagai faktor terutama dukungan anggaran untuk rekruitmen.  Kondisi materiil secara keseluruhan sampai dengan semester I/2008 baru mencapai 62,62% dari kebutuhan organisasi dengan kualitas rata-rata 62% dari kondisi ideal.
Masalah Pangkalan, kantor dan asrama secara kualitas terpenuhi hingga 71% dari kebutuhan sesuai dengan TOP dan DSPP satuan, namun secara kualitas terhitung hanya 51% yang bisa dimanfaatkan karena banyak pangkalan yang dibangun sejak jaman Belanda dan belum pernah ada perbaikan/renovasi.

Dalam tugas-tugas pembinaan territorial Kodam IV/Dip lebih memfokuskan pada kegiatan-kegiatan pembinaan potensi pertahanan baik berkait dengan pembinaan SDM, bhakti sosial termasuk TMMD dan penghijauan daerah. Untuk pening-katan profesionalisme prajurit ditempuh melalui proses pendidikan pembentukan, kejuruan dan pengembangan, serta melalui program-program latihan yang bertahap, bertingkat, berlanjut dan penataran-penataran.

Menyongsong Pemilu 2009 aktivitas Kodam IV/Dip terus mengikuti perkem-bangan situasi politik untuk menganalisis dan membuat perkiraan keadaan terutama terhadap kemungkinan kerawanan, adanya ancaman, serta cara-cara menanggulangi.

Dalam upaya lebih memperbaiki kesejahteraan prajurit dan keluarganya, karena semua bisnis TNI dilarang, maka Pusat Koperasi Kodam (Puskopaddam) bersama primer-primer koperasi di satuan-satuan Kodam terus diberdayakan untuk dapat menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok dengan harga yang relative lebih murah serta bantuan pendidikan bagi anak-anaknya.
3.
Polda Jateng.

Secara umum situasi Kamtibnas wilayah Jateng relative kondusif dan terkendali.   Beberapa gangguan kriminalitas dan kerusuhan sosial mampu di tangani dengan baik.   

Perbandingan kekuatan polisi dan penduduk Jateng adalah 33.432 : 35.410.208 atau 1 : 1.059. Sedangkan dibandingkan dengan luas wilayah Jateng yang 32.544, 12 km2 berarti 1 polisi harus mampu mengawasi 0,97km2 jadi secara umum tidak ideal.   Menghadapi beberapa Pilkada Gub/Wagub atau Bupati/Wabup dan Walikota/Wakil Walikota, Polda Jateng telah menyiapkan personil yang cukup dengan melibatkan TNI sebagai kekuatan “back-up” untuk mengantisipasi situasi buruk yang mungkin terjadi.

Langkah-langkah Polda Jateng menghadapi Pemilu 2009, antara lain yang bersifat internal adalah merencanakan dan memantapkan system pengamanan kota, membangun jaringan aparat tertutup, jaring komunikasi yang baik dan latihan-latihan pra operasi pengamanan.   Secara eksternal membangun kesepakatan moral berupa deklarasi antar Parpol dan membuat kesepakatan-kesepakatan yang konstruktif. Disamping itu membentuk suatu lembaga “crisis centre” untuk digunakan sebagai wahana forum rembug antara Parpol dalam menghadapi perbedaan atau friksi-friksi tertentu. Secara moral mengadakan doa bersama dan membangun komitmen, untuk tujuan menciptakan suasana kedamaian diantara masyarakat Jateng.
Dalam rangka menghadapi aksi-aksi terorisme Polda Jateng disamping mengungkap dan menangkap jaringan terror, juga melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah meluasnya faham jihad yang disalah artikan. Akar permasalahan yang kini terungkap adalah adanya semangat jihat muslim dan untuk melawan pengaruh negara-negara barat serta siapapun yang bermaksud menghalangi wajib dimusuhi dan diperangi.   Kelompok barat yang dimaksud adalah penganut Toghut, Yahudi, AS dan sekutunya dan kaum sekuler atau yang menyembah selain Allah SWT. Kelompok teroris bersumber pada 10 kabupaten di Jateng antara lain : Solo, Demak, Kudus dan lain-lain, terbukti memiliki jaringan yang luas yakni dengan kelompok di Poso, Ambon, Jatim, Yogya, Banten, Jabar dan Jakarta.

Hasil-hasil operasi penangkapan dan penanggulangan terorris yang berasal dari Jateng tercatat 71 orang menjalani proses hukum, 7 orang masuk DPO, dan terdapat 3 organisasi yang terlibat aksi terror.

Di daerah Wonosobo juga dapat di lacak sebuah daerah latihan pimpinan “Pakde” dengan  peserta 8 orang dari Jakarta, 7 orang dari Semarang. Latihan kemiliteran dengan senjata api ini dilaksanakan di hutan tertutup, disamping itu juga dilatih untuk cara-cara merakit bom.

Polda Jateng juga telah berhasil melakukan penangkapan dan menyita berbagai senjata, amunisi dan bahan peledak antara lain penggerebagan di daerah Sukohardjo dan Magelang.

Secara garis besar dari hasil pemeriksaan para pelaku teror dapat dicatat bahwa jaringan terror oleh Al Jamaah al Islamiah (JI) masih terus eksis. Mereka masih melakukan rekruetmen, membai’at dan melatih anggota baru serta terus mencari senjata amunisi dan bahan-bahan peledak. Struktur organisasi JI dapat berobah sesuai dengan situasi yang dihadapi. Daerah Jateng tampaknya masih akan dijadikan basis perencanaan, pelatihan dan juga tempat persembunyian.

Pendapat sementara bahwa teroris identik dengan Islam belum bisa dielakkan, karena hampir semua pelaku pemboman dan aksi terror ternyata mereka beragama islam.   Jaringan teroris di Jateng juga terungkap memiliki jarring internasional yakni ke Singapura dan Malaysia.

4.
Pangkalan Angkatan Laut Semarang (LANAL).

Lanal Semarang saat ini terisi personil 293 orang sehingga kelebihan 84 personil dari DSP yang seharusnya hanya 209 orang (Pa, Ba, Ta dan PNS).   Sarana patroli 2 Kal, 2 speed boat dan 1 sekoci siap operasi, sedang 1 kal, 1 Patkamla dan 1 kapal kayu tidak siap operasi.

Wilayah kerja Lanal Semarang adalah laut Jawa dengan batas timur Rembang dan batas barat kab. Kendal.   Kasus-kasus yang ditangani oleh Lanal Semarang antara lain :

Tahun 2007, memproses 5 KII hingga ke pengadilan.

Tahun 2008, memproses 1 kapal tug boat, kemudian dibebaskan karena belum cukup bukti.

Tahun 2008, memproses 1 tug boat tangkapan KRI Yos, dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti.
Disamping operasi pengamanan laut dan pantai Lanal Semarang juga membantu kegiatan SAR terhadap kecelakaan laut KM Senopati, KM Nantai – 2 dan bencana alam lainnya serta melakukan pelatihan dasar untuk SAR laut.

Pada saat kondisi laut baik operasi dapat dilaksanakan secara efektif dengan menggunakan kapal patroli dan mengaktifkan pos-pos AL di Jepara, Rembang, Juwono dan lain-lain. Tetapi saat musim angin barat operasi pengamanan laut tidak dapat dilaksanakan, mengingat cuaca yang jelek dan gelombang laut yang besar. Kendala utama Lanal Semarang dalam melaksanakan tugasnya adalah dukungan bahan bakar, dukungan uang lauk pauk (ULP) operasi dan kendala cuaca tersebut.

Kerjasama Lanal semarang dengan satuan dan instansi Pemerintah, sipil dan militer cukup baik, terutama dalam hal untuk kegiatan di laut dan juga menghadapi aksi teorisme.  Kerjasama dengan Polda Jateng terutama dengan Satpolair dalam hal menanggulangi kasus-kasus illegal logging, illegal fishing dan SAR laut telah berjalan baik.

Koordinasi dan tukar menukar informasi dengan Kodam, TNI AU, Polda dan Pemda dan beberapa instansi sipil lainnya cukup lancar. Pembinaan kesejahteraan prajurit bidang kesehatan, pendidikan dan kebutuhan pokok sehari-hari telah mendapat perhatian serius.

5.
Pangkalan TNI – AU Adi Sumarmo/Solo.

Jumlah personil Lanud Adi Sumarmo sebanyak 1.135 orang dengan rincian 243 Perwira, 550 Bintara, 124 Tamtama dan 218 PNS. Secara organisasi Lanud Adi Sumarmo dibawah kendali Komando Pendidikan TNI–AU. Tupoksi Lanud Adi Sumarmo meliputi penyelenggaraan pendidikan, operasi udara dan pembinaan pontensi kedirgantaraan.  Dalam melaksanakan operasi pendidikan telah dilaksanakan : sekolah pembentukan Perwira dan Prajurit sukarela Dinas pendek.
Struktur lembaga pendidikan yang dibina oleh Dan Lanud Adi Sumarmo meliputi Skadron Pendidikan (Skadik) 401 (Setukpa), 402 kejuruan, 403/Semaba, 404/ Sekolah Pertama Tamtama, 405/Susarcab.  Di samping tugas-tugas pendidikan, Lanud Adi Sumarmo juga melatih SAR, Dakhura dan latihan menembak serta gelar pertahanan pangkalan.

Kondisi sarana dan Prasarana Lanud Adi Sumarmo secara umum cukup baik dapat mendukung operasi dan latihan.   Hambatan yang ada antara lain di lingkungan bandara agak terlindung pemukiman dan pepohonan, instrument landing pesawat masih dalam kondisi unserviceable karena terkena petir.

Pembinaan latihan banyak ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan.   Bantuan kepada Polri untuk operasi narkoba dan menangkal aksi terror sebatas ada permintaan bantuan dari Polri.

Dalam hal pembinaan kesejahteraan prajurit dan keluarganya, terutama dalam soal karier sangat diperhatikan, sedang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi keluarga, telah digiatkan koperasi dan Pos Yandu untuk kesehatan warga.   

Keterbatasan Lanud Adi Sumarmo untuk deteksi dini terhadap penetrasi pesawat musuh karena tidak memiliki alutsista seperti pesawat tempur, radar dan senjata udara.
6. 
Kondisi SATPUR dan SATBANPUR Kodam IV/Diponegoro yang ditinjau.

a. Yonif 401/BR 

Ditinjau pada saat latihan anti terror di daerah Semarang selatan.   Kondisi moril dan semangat latihan cukup tinggi dan terbina dengan baik.   Senjata perorangan berupa senapan serbu (SS-1) produksi tahun 2001 Pindad masih cukup baik, gangguan terjadi pada system pelocok dan isi magazen.
b. 
Kondisi Yon Arhanud se – 15/Diponegoro.

Satuan bantuan tempur ini memiliki tugas pokok melaksanakan operasi pertahanan udara (Opshanud) dengan cara menghancurkan, meniadakan atau mengurangi daya tempur serangan musuh dari udara ataupun melawan peluru kendali.   Kondisi personil Batalyon ini sesuai dengan TOP : 629 orang, tetapi kenyataan sekarang : 645 orang jadi telah melampaui standar pokok TOP sebanyak 16 orang (kelebihan personil).

Keadaan materiil, senjata terpenuhi 100%, amunisi : 57%, Alhub : 22%, dan kendaraan hanya tersedia 33,4%.   Materiil lainya rata-rata 30% terpenuhi.   Kondisi senjata pokok meriam dan senapan mesin berat pada dasarnya masih baik, tetapi tidak lagi memiliki alat kendali elektronik.   Jadi meriam 57 yang ada sekarang hanya bisa ditembakkan secara manual dengan alat bidik sederhana.   Keadaan pangkalan relative tidak memadai, karena disamping bangunan tua peninggalan Belanda, juga tidak mampu merenovasi karena ketiadaan anggaran pada tiap tahunnya.   Permasalahan Yon Arhanudse 15 yang paling dirasakan untuk menunjang tugas operasi, adalah kurangnya kendaraan penarik meriam.   Jenis truck REO yang siap operasi hanya 30% artinya tidak mampu menarik seluruh meriam, apabila harus menuju tempat gelar/stelling disuatu daerah pertahanan.  Begitu pula kondisi pangkalan, kantor markas, asrama sangat memprihatinkan dan perlu perhatian khusus untuk perbaikan mendatang.
c. 
Kondisi Yon Kavaleri -2/TANK Diponegoro.

Satuan bantuan tempur Yon Kav-2/TANK adalah batalyon berdiri sendiri (BS) dibawah komando langsung Pangdam IV/Diponegoro.
Kondisi personil sesuai TOP adalah 437 namun baru terisi 405 orang = 93%.

Kondisi materiil Ranpur terdiri dari : 53 TANK, kondisi baik : 45, rusak ringan : 3 dan rusak berat 5 buah.   Senjata pelengkap seperti SMS, SMB dan Minimi relative dalam kondisi baik.

Peralatan lain seperti Alhub, Ranmor dan Alpal lain-lain masih mampu menunjang operasional.

Permasalahan yang dihadapi Batalyon ini adalah bahwa kemampuan mobilitas Ranpur masih dibawah standar baik untuk kepentingan latihan maupun operasi pertahanan.   Terbatasnya “spare-part” sering menghambat perbaikan bagian-bagian Ranpur yang rusak.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut tidak lain adalah usaha perawatan, perbaikan dan pemeliharaan secara terus menerus sesuai dengan kemampuan.

7.
Menerima laporan dari Kaposwilbin Jateng (tempat tertutup).       

Poswilbin Jateng secara umum telah terisi personil pimpinan dan staf di Semarang, sedangkan seluruh kabupaten/kota di Jateng telah di tanam agen-agen intelijen, hanya pada segi kualitas individualnya yang masih belum terpenuhi.   Perkembangan situasi Jateng dalam aspek idiologi, politik, sosial ekonomi, budaya dan keamanan relative terkendali dan termonitor dengan baik. Kewaspadaan terhadap bangkit-nya ideologi komunis, serta aliran-aliran sesat dan golongan ekstrim telah dapat dipetakan dan diikuti perkembangannya oleh semua satuan-satuan intel di daerah.   Aktivitas forum komunitas intelijen di daerah (Kominda) cukup baik dan telah diperkuat dengan Permendagri tentang kedudukan Wagub/Wabup/kota sebagai ketua forum tersebut, untuk mengkoordinasikan semua informasi dan hasil-hasil analisis intelijen yang dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung, kepada stabilitas politik, ekonomi dan keamanan daerah.
Khusus dalam mendeteksi aksi-aksi terorisme, maka unsur-unsur intelijen Bin telah digiatkan dan menjalin kerjasama dengan semua unsur intelijen di daerah, untuk membantu Polri mengungkap dan menangkap jaringan teroris tersebut.

8.
Kunjungan ke jajaran Lembaga Komunkiasi dan Informasi.

Dalam kunjungan kerja ini Tim Kunjungan Kerja mengadakan pertemuan dengan dua komunitas informasi, pertama mengadakan pertemuan dengan komunitas Telkom dan kedua dengan komunitas lembaga siaran.
a.
Pertemuan dengan PT Telkom, PT Posindo, Balai monitoring spektrum frekwensi dan semua operator telpon seluler di Propinsi Jateng  


Pada jajaran Telkom mendapat paparan dan penjelasan tentang Tupoksi dan kendala yang dihadapi PT Telkom, PT Posindo, Balai monitoring spektrum frekwensi dan semua operator telpon seluler di Jateng.


PT. Telkom menjelaskan tentang profile, produk layanan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan rencana pengembangan Postel.   Kegiatan PKBL cukup luas baik dalam masalah-masalah pendidikan, kesehatan maupun dalam menghadapi bencana alam.  PT. Posindo/Kowil Pos IV/Jateng menjelaskan tentang visi - misi, peran dalam pelayanan masyarakat, jangkauan layanan Pos, bentuk dan macam layanan Pos serta dalam hal pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT).   Peran PT. Posindo yang perlu dipertahankan adalah menjadi penghubung bagi daerah-daerah terpencil, perekat hubungan antar masyarakat, penggerak ekonomi rakyat, perantara efektif hubungan antara instansi di samping itu juga menjadi faktor dasar interaksi sosial dan budaya.

Balai monitoring pengelolaan spektrum frekwensi sebagai perpanjangan tangan Dirjen Pos dan telekomunikasi Dep. Kominfo memiliki peran penting yakni menciptakan kesadaran pada pengguna frekwensi radio sesuai dengan peruntukannya.   Sehingga selalu berupaya untuk mencegah dan menindak pada para pelaku dan pelanggar penggunaan frekwensi untuk tujuan yang salah atau tujuan tertentu yang bisa membahayakan masyarakat.

Terakhir Tim mendengarkan laporan dan kegiatan para operator telpon seluler yang diwakili oleh operator Indosat di Semarang.
Pada dasarnya peranan para operator telpon seluler adalah melayani masyarakat pengguna telpon seluler agar masyarakat dapat berkomunikasi dengan baik terhadap lawan bicara di daerah Jateng ini.

Persaingan tarif yang kini merebak di kalangan perusahaan operator telpon ini juga dirasakan di daerah.  Dalam kesempatan ini para operator juga menjelaskan tentang evolusi tehnologi seluler dan trend bisnis, yang terus berupaya merebut animo dan pengguna telpon seluler sebanyak-banyaknya.   Kegiatan sosial peduli lingkungan dan bantuan kepada UKM, nelayan dan komunitas sekolah telah mereka lakukan.

b.
Pertemuan dengan Direktur TVRI Jateng, Kepala RRI, Ketua KPID dan Kepala LKBN Antara.

Menerima penjelasan dari Direktur TVRI Jateng, Kepala RRI, Ketua KPID dan Kepala LKBN Antara.

Keluhan Dir. TVRI Jateng yang terus mengemuka adalah keterbatasan anggaran operasional yang berakibat langsung pada mutu siaran dan rusaknya tower dan peralatan yang tidak pernah mendapat perawatan/pemeliharaan. Penggunaan saluran UHF cenderung tidak disukai masyarakat, karena hasil tayangan gambar kurang bersih. Jumlah pegawai saat ini 272 orang dimana terdapat 201 PNS, 71 pegawai tidak tetap termasuk tenaga penyiar.

Sementara itu RRI Jateng (RSPD) memiliki peran dan fungsi yang cukup dominan dan dapat di relay pada 35 pemancar daerah sehingga mutu siaran cukup baik, dapat diterima di seluruh wilayah Jateng.   Respon pendengar RRI cukup antusias dengan bukti siaran interaktif selalu mendapat sambutan hangat.   Kini terdapat lebih dari 500 orang anggota kelompok pendengar RRI Jateng.
Untuk kegiatan KPID telah memiliki kantor sendiri di Jln. Trilomba Juang No. 6 Semarang.   Struktur organisasi dan personalia telah terbentuk dan telah memulai aktivitas sejak 12 Februari 2008.   Tugas pokok KPID ini adalah untuk menunjang terciptanya lembaga penyiaran yang berkembang dengan baik, sehat dan dapat melindungi publik terhadap pengaruh radio/TV yang negative serta semua fihak dapat merasakan pemanfaatan media penyiaran.

Terakhir Tim mendengarkan laporan tentang permasalahan yang ada dari LKBN Antara, Biro Propinsi Jateng di Semarang.   Status karyawan bukan PNS tetapi karyawan badan usaha milik Negara (BUMN).   Anggaran yang diterima LKBN Antara bersumber dari PMN (Penyertaan Modal Negara) dan PSO (Public Service Oligation) sebesar Rp. 10.7 milyar per tahun.  Proses pencairan yang dirasakan sangat birokratis, hingga saat ini LKBN Antara belum menerima aliran dana tersebut.

Peran LKBN Antara sebenarnya sangat penting yakni peliputan dan penyebar-luasan informasi yang cepat, akurat dan penting keseluruh wilayah NKRI.   Oleh sebab itu keberadaan LKBN Antara Biro Jateng ini perlu ditopang dan didorong untuk semakin mapan dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
VI.
Kesimpulan dan saran.

Dari seluruh uraian hasil peninjauan di atas dapat disimpulkan hal-hal pokok sebagai berikut :

1.
Bidang Pemerintahan.

Propinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan proses Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur secara tertib, aman dan lancar.   Kondisi pemerintahan pada tingkat propinsi, kabupaten dan kota relative kondusif dan berjalan wajar dalam arti pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat atau tidak terjadi gejolak sosial.

Beberapa daerah miskin dan mengalami kekeringan akibat musim kemarau, masih perlu perhatian dan bantuan dari Pemda terutama, sembako dan air bersih

2.
Bidang Pertahanan dan Keamanan.
Kerjasama unsur-unsur TNI dan Polri serta aparat lainnya cukup baik dan mampu menjaga stabilitas keamaman di daerah. 

Jajaran Kodam IV/Dip bersama unsur TNI AL dan TNI AU meningkatkan pembinaan territorial dalam konteks tugas-tugas operasi militer selain perang (OMSP).   Untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat, menanggulangi bencana, melaksanakan TMMD dan penyuluhan-penyuluhan kesadaran bela Negara.   Keadaan Alutsista Satuan tempur dan Satuan bantuan tempur sangat memperihatinkan begitu pula soal kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

Jajaran Polda Jawa Tengah secara khusus telah meningkatkan operasi pengungkapan, penangkapan dan mencegah aksi-aksi terorisme dan kriminalitas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3.
Bidang Intelijen.

Hasil-hasil penyelidikan, penggalangan dan pengamanan yang dilakukan oleh aparat intelijen yang tergabung dalam forum Kominda Jawa Tengah, telah dapat mendeteksi benih-benih gangguan stabilitas di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.  Menyebarnya aksi terror di beberapa daerah di Indonesia ternyata sebagian besar sumber dan pelakunya bersembunyi di beberapa daerah di Jawa Tengah (Solo, Demak, Kudus dan Purwokerto) dan mereka mampu membentuk jaringan pelaku terror sampai Singapura dan Malaysia.

Kegiatan Parpol untuk menghadapi Pemilu 2009 masih memerlukan pendeteksian dan pengamatan yang cermat berkaitan dengan semangat multi partai tersebut yang tidak menutup kemungkinan terjadi friksi dan gejolak sosial.
4. 
Bidang komunikasi dan informasi.

Jajaran Telkom, Posindo, Balai monitoring frekwensi dan para operator telepon seluler telah bekerja maksimal dan relative kecil terjadinya pelanggaran aturan ataupun persaingan usaha yang tidak sehat. Mereka memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan melakukan aksi bhakti sosial di bidang pendidikan, kesehatan dan mengatasi bencana alam.

Pada jajaran lembaga penyiaran publik yang dilakukan oleh TVRI Jawa Tengah, RRI/RSPD serta LKBN Antara dan kegiatan pengawasan oleh KPID telah dapat melaksanakan fungsinya dengan cukup baik.   Kendala peralatan dan anggaran bagi operaisonal TVRI, Antara dan KPID masih perlu diperjuangkan di tahun anggaran yang akan datang.

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang ditemukan pada kunjungan ini, maka Tim Kunker Jateng menyarankan kepada  Komisi I/DPR RI sebagai berikut :
1.
Mengingat kondisi Alutsista dan kesejahteraan prajurit sangat memprihatinkan maka dimohonkan kepada Komisi I/DPR RI agar pada Tahun Anggaran 2009 harus dapat memperjuangkan penambahan alokasi pagu anggaran yang signifikan bagi kepentingan peningkatan profesionalisme prajurit dan jangan sampai sempat moril mereka terus merosot.

2.
Dibidang Penyiaran terutama peranan TVRI daerah dan LKBN Antara, RRI dan KPID masih perlu pembenahan dan peningkatan peran serta operasionalnya.   Dalam hal ini kebutuhan anggarannya harus dapat dipenuhi, karena itu Komisi I/DPR RI khususnya pokja bidang anggaran harus dapat memperjuangkan pada pembahasan APBN 2009.
3.
Kualitas aparat intelijen terutama personil Bin yang berada di daerah kabupaten/kota relative sudah usia tua dan kurang produktif.   Karena itu tim menyarankan kepada pimpinan Komisi I/DPRI RI untuk membahas hal ini bersama kepala BIN pada pertemuan yang akan datang.
VII. Penutup
Demikianlah laporan lengkap Tim Kunjungan Kerja Komisi I/DPR RI ke Propinsi Jateng pada saat Reses masa sidang ke IV DPR RI tahun kerja 2007/2008, kiranya dapat menjadi masukan bagi Komsi I DPR RI dalam rapat-rapatnya dengan Pemerintah. 

Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,   25 Juli 2008

KETUA TIM

Drs. GUNTUR SASONO, MSi
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